ABSTRAK

Dery Ariswanto, Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai
Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Penelitian di KSPPS BMT
Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran)

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran sebagai lembaga
keuangan mikro syariah dalam mengelola dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan (TBDSP) harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan
legalitasnya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran masih memiliki
pemasukan TBDSP dan belum sepenuhnya terlepas dari dana-dana yang
bersumber dari sektor non halal, sehingga diperlukan upaya penyempurnaan
dalam pengelolaan dana tersebut yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dan
penyaluran dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran,
menganalisis landasan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait dana TBDSP
dan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-
MUI/X1/2018 di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran.

Dewan Syariah Nasional merumuskan fatwa nomor 123/DSN-MUI/X1/2018
terkait penggunaan dana TBDSP. Dana TBDSP merupakan dana yang didapatkan
atau dimiliki oleh LKS, LBS, dan LPS, akan tetapi tidak boleh diakui menjadi
kekayaan atau pendapatan lembaga sehingga harus dipisahkan dari pendapatan
LKS. Dana tersebut bersumber dari segala pendapatan yang ditempatkan pada
kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip syariah dan tidak terhindarkan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian
kualitatif, yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang Pengelolaan Dana
Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dalam Perspektif Fatwa DSN-
MUI. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis
empiris.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sumber
pemasukan Dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran
yaitu dihasilkan dari transaksi pendapatan bunga dari bank BRI. Sedangkan untuk
transaksi yang terlarang lainnya tidak ada. (2) Penyalurannya dilakukan untuk
seluruh aspek kesejahteraan sosial, namun Cabang Paciran sendiri lebih sering
menyalurkannya untuk kaum dhuafa, fagir miskin dan anak yatim. (3) Fatwa DSN
nomorl23 tahun 2018 secara filosofis mengandung unsur ilahiyyah. Secara
sosiologis, bahwa LKS dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman untuk
menggunakan Dana TBDSP dan belum adanya ketentuan juga batasannya. Secara
yuridis, fatwa selaras dasar Al-Qur’an, Hadist Nabi, atsar, kaidah figh dan
pendapat Ulama. (4) Pengelolaan Dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat
Sejahtera Cabang Paciran sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor 123/DSN-
MUI/X1/2018, namun masih terdapat kekurangan.
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ABSTRACT

Dery Ariswanto, Management of Funds That Should Not Be Recognized as
Income in the Perspective of the DSN-MUI Fatwa (Research at KSPPS BMT
Bina Ummat Sejahtera Paciran Branch)

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Branch as a sharia
microfinance institution in managing funds that should not be recognized as
income (TBDSP) must pay attention to aspects of sharia compliance and legality.
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Branch still has TBDSP income and
has not been completely separated from funds sourced from the non-halal sector,
so efforts are needed to improve the management of these funds based on the
DSN-MUI Fatwa.

This study aims to analyze the mechanism for collecting and distributing
TBDSP funds at KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Branch, to analyze
the basis of DSN-MUI in establishing fatwas related to TBDSP funds and to
analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa Number 123/DSN-MUI/X1/2018
in KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Branch.

The National Sharia Council formulated fatwa number 123/DSN-
MUI/X1/2018 regarding the use of TBDSP funds. TBDSP funds are funds obtained
or owned by LKS, LBS, and LPS, but may not be recognized as assets or income
of the institution so they must be separated from LKS income. The funds are
sourced from all income that is placed on activities that violate sharia principles
and are unavoidable.

The method used in this paper is a qualitative research method, which is
descriptive analytical, which is a research method that aims to describe and
analyze the management of funds that should not be recognized as income in the
DSN-MUI Fatwa Perspective. While the type of research used in this research is
empirical juridical.

The results of this study can be concluded as follows: (1) The source of
TBDSP Funds income at KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Branch is
generated from interest income transactions (usury) from BRI bank. Meanwhile,
there are no other prohibited transactions. (2) The distribution is carried out for
all aspects of social welfare, but the Paciran Branch itself more often distributes
it to the poor, the poor and orphans. (3) The DSN Fatwa number 123 of 2018
philosophically contains divine elements. Sociologically, LKS in running its
business needs a guideline for using TBDSP funds and there are no provisions or
limits. Juridically, the fatwa is in line with the basis of the Qur'an, the Hadith of
the Prophet, the atsar, the rules of figh and the opinions of scholars. (4)
Management of TBDSP Funds at KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran
Branch is in accordance with DSN Fatwa number 123/DSN-MUI/X1/2018, but
there are still deficiencies.
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